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Abstrak

Penelitian ini berfokus pada peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung
kemandirian pengembangan ekonomi desa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
dengan jenis studi pustaka (library research). Sumber data berasal dari dokumen-dokumen. Teknik
analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles and Huberman yaitu mereduksi
data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran
BUMDes mendukung kemandirian ekonomi desa, yaitu, peran BUMDes terkait aspek pelayanan
berimplikasi terhadap kemandirian ekonomi desa, peran BUMDes terkait aspek akuntabilitas
berimplikasi terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Desa, peran BUMDes terkait aspek
peningkatan taraf hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan,
peran BUMDes terkait aspek ketaatan peraturan perundang-undangan berimplikasi dalam
kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.

Kata kunci: BUMDes, Peran BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat,
Pengembangan Ekonomi Desa

1. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan beberapa tujuan
negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan jika
kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat
dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Masalah kemiskinan dan
kesenjangan ini secara ekonomi, baik antar golongan maupun antar wilayah (perdesaan
dan perkotaan) sangat menarik untuk dibahas. Mengingat sebagian besar penduduk
Indonesia tinggal di perdesaan, maka perlu diprioritaskan pembangunan untuk
perbaikan perekonomian desa dan yang nantinya dapat meningkatkan kemandirian
masyarakat serta mengentaskan kemiskinan. Dalam pengentasan kemiskinan, Negara
Indonesia memiliki bermacam strategi salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat

yaitu dengan memaksimalkan masyarakat lokal.
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Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa
tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk
individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian
berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian
masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai
dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang
tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya
atau kemampuan yang dimiliki. Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat

merupakan konsep kebutuhan masyarakat.

Pada era reformasi tahun 1999 diterbitkan UU 22/1999 (pasal 108) -
penerbitan peraturan ini merupakan solusi perubahan dari Pemerintah - yaitu
mendorong pembentukan badan usaha atau lembaga yang digunakan untuk mengelola
sumber dayanya secara efisien. Lalu diperjelas oleh PP 72/2005 (pasal 78 ayat 1) yang
menyatakan bahwa “Dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan desa,
Pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa” karena desa perlu suatu
lembaga untuk mengelola potensinya untuk meningkatkan perekonomian, kemandirian,
dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan BUMDes juga diamanatkan dalam UU

6/2014 tentang Desa.

Secara umum, pendirian BUMDes melalui empat tahapan; Pertama, pemerintah
desa dan masyarakat bersepakat mendirikan BUMDes, lalu diadakan pengelolaan
BUMDes dan penetapan persyaratan pemegang jabatan, diadakan pula monitoring dan
evaluasi, dan yang terakhir diadakan pelaporan pertanggungjawaban pengelola. Dalam
kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati
bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga (AD/ART) BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

Ketimpangan dalam pelaksanaannya dan hasil yang tidak merata tidak bisa
lepas dari perkembangan program BUMDes. Banyak BUMDes yang gagal, namun banyak
pula BUMDes yang berhasil dan mandiri. Sebagai contoh, keberhasilan BUMDes yang
tercapai seperti BUMDes Kabupaten Gresk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 lalu
yang memperoleh keuntungan sebesar Rp 263,815 juta dengan jumlah deviden sebesar

Rp 79,115 juta untuk desa. Kontribusi dari BUMDes tersebut hampir sama besarnya
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dengan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan setiap tahun oleh pemerintah
melalui APBD (Nugraha, 2014). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini
dilakukan untuk melihat secara umum tentang peran BUMDes dalam mendukung

pengembangan ekonomi desa.

2. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan karena peneliti ingin memahami, mengamati,
menggali, dan mengungkapkan secara lebih mendalam tentang peran BUMDes dalam

mendukung pengembangan ekonomi desa.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman.
Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) dilakukan secara interaktif
dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.
Lebih lanjut Miles dan Huberman mengklasifikasikan aktivitas dalam menganalisa data
ke dalam tahapan sebagai berikut: data reduction, data display dan conclusion

drawing/verification.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai
lembaga sosial (sosial institution) dan komersial (commmercial institutions). Prinsip
efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan dalam menjalankan usahanya. Dengan
demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan
ekonomi di pedesaan. Menurut PKDSP (2007), yang dimaksud dengan “usaha desa”
adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti: 1) usaha jasa
keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya; 2)
penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa; 3) Perdagangan hasil pertanian
meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis; 4)
Industri dan kerajinan rakyat.

Secara umum, layanan BUMDes telah dilaksanakan dengan profesional dan
fleksibel. Kondisi ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa serta

pengembangan usaha riil pada BUMDes sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih
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besar dan meningkatkan pendapatan. Selain pendapatan jasa dari usaha pinjam, usaha
riil juga bisa memicu pertumbuhan sektor informal lainnya serta dapat mendorong
kreativitas jiwa kewirausahaan masyarakat dalam berkarya. Keuntungan dari usaha-
usaha riil yang dibentuk oleh BUMDes yang sesuai dengan potensi yang ada di desa,
sehingga dapat memaksimalkan keunggulam dan keuntungan yang akan berdampak
pada masyarakat sekitar sehingga dapat dijadikan sumber penghasilan bagi masyarakat
yang mengelola usaha-usaha BUMDes.

Dari seluruh penjabaran sebelumnya, diketahui bahwa peran BUMDes yang baik
dapat ditinjau dari hubungan antara layanan, keuntungan, dan keberlangsungannya.
Kualitas layanan yang diberikan pada masyarakat sangat mempengaruhi aspek yang lain.
Dari pelayanan yang baik akan memicu masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada
BUMDes, kenaikan jumlah nasabah juga akan mengakibatkan kenaikan pendapatan dan
akhirnya keuntungan yang diperoleh juga akan mengalami kenaikan. Pendapatan dan
keuntungan yang stabil dan terus meningkat akan menjaga keberlangsungan BUMDes itu
sendiri. Namun, di sisi lain pelayanan BUMDes yang berazas kekeluargaan ini juga
terkadang menimbulkan masalah, kemudahan-kemudahan yang diberikan pengurus
BUMDes terkadang dinilai tidak sesuai standar operasional. Proses pengajuan pinjaman,
pencairan dana, hingga pengembalian angsuran terkadang dilaksanakan tidak pada
tempatnya walaupun segala transaksi tetap dicatat dalam pembukuan BUMDes.
Kemudahan pinjaman dan layanan kekeluargaan memang merupakan tujuan utama
BUMDes, namun akan lebih baik jika sebuah BUMDes memiliki batasan-batasan sehingga
akan tercipta ketertiban administrasi, yang juga akan memicu ketertiban pembayaran
oleh nasabah - nasabahnya.

Hayyuna, dkk (2014) mengemukakan bahwa salah satu cara untuk
menyukseskan pembangunan di desa adalah dengan meningkatkan pendapatan desa.
Besar kecilnya pendapatan desa dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan oleh BUMDes
dalam mengelola dan memaksimalkan aset-aset yang ada di desa. Hal ini sejalan dengan
PP No. 72 tahun 2005 pasal 78 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk dalam rangka meningkatkan
pendapatan asli desa.

Menurut Hayyuna, dkk (2014), strategi-strategi yang dilakukan untuk
meningkatkan aset desa yaitu melalui: Pertama, mengamati lingkungan yang hasilnya

dapat mengetahui potensi kegiatan usaha apa yang sesuai untuk diterapkan di BUMDes.
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Adapun strategi yang dapat digunakan oleh BUMDes meliputi strategi pengembangan
produk, penetapan harga, dan strategi keuangan. Kedua, Penyusunan strategi meliputi 1)
Pengembangan Produk, 2) Penetapan Harga, 3) Strategi Keuangan. Ketiga, Pelaksanaan
Strategi, yang dilakukan oleh BUMDes dapat berkontribusi terhadap peningkatan
pendapatan desa. Keempat, Evaluasi atau Kontrol, yang dilakukan oleh Kepala Desa
dikarenakan Kepala Desa diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi
serta bertanggung jawab atas BUMDes di desa.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen aset
(peningkatan akuntabilitas) yang telah dilakukan oleh BUMDes telah berkontribusi
sekaligus dapat meningkatkan pendapatan desa. Dari peningkatan akuntabilitas BUMDes
yang dilakukan tersebut, aset desa dapat terselamatkan. Semua program bantuan dari
pemerintah yang turun dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijaga keberadaannya.
Dengan BUMDes yang berperan sebagai wadah untuk program-program lainnya, maka
diharapkan nantinya seluruh aset desa yang diperoleh bisa tercatat,
dipertanggungjawabkan, dan dikembangkan untuk menjaga keberlangsungan BUMDes
itu sendiri.

Mengacu pada salah satu tujuan BUMDes yaitu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan menumbuhkan perekonomian, maka dapat diidentifikasi salah satu
peran BUMDes dapat ditinjau dari peningkatan taraf hidup pengurus, komisaris dan
masyarakat. Dengan terbentuknya BUMDes di desa-desa tentunya akan berpengaruh
pada pendapatan masyarakat yang ikut andil dalam pengelolaan BUMDes, yang
hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa setempat. BUMDes
diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
masyarakatnya, seperti halnya antara lain dapat menyerap tenaga kerja dari lingkungan
desa setempat, sehingga menurunkan tingkat pengangguran di desa.

Selain pemberian dana yang teratur dari BUMDes untuk meningkatkan sumber
daya manusia harus dilakukan juga pelatihan peningkatan kemampuan keterampilan
untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pengurus yang nantinya ilmu dan
wawasan tersebut dapat bermanfaat bagi pengurus dan dapat digunakan untuk
meningkatkan pendapatan jika semakin profesional maka nantinya akan meningkatkan
kualitas dan peran BUMDes, serta dapat menjaga keberlangsungan program BUMDes di

desa tersebut.
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Selain itu, tim pendamping juga membuat draft tentang ketentuan dan prosedur
pembelian, penjualan dan pertanggung jawabannya ke BUMDes dan kepala Desa. Setelah
melakukan pelatihan pemanfaatan Microsoft Excel (Ms. Excel) beberapa kali dan mitra
dianggap telah mampu, selanjutnya tim pendamping memberikan pemahaman tentang
tiga laporan keuangan yaitu laporan laba/rugi, neraca, dan arus kas yang merupakan
standar pelaporan kuangan untuk akuntansi perusahaan jasa. Untuk pelatihan
pembuatan laporan keuangan, tim pendamping perlu mengulang/melakukan beberapa
kali. Hal ini terjadi, karena mitra belum pernah mendapat pelatihan serupa sebelumnya.
Namun setelah melewati proses latihan, mencoba memasukkan transaksi sendiri, tim
melihat bahwa mitra telah mampu untuk melanjutkan sendiri sistem pencatatan

transaksi hingga penyajian laporan keuangan pada bulan-bulan berikutnya.

4. KESIMPULAN

BUMDes berperan dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Peran BUMDes
terkait aspek pelayanan berimplikasi terhadap kemandirian ekonomi desa, peran
BUMDes terkait aspek akuntabilitas berimplikasi terhadap meningkatnya Pendapatan
Asli Desa, peran BUMDes terkait aspek peningkatan taraf hidup berimplikasi terhadap
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, dan peran BUMDes terkait aspek
ketaatan peraturan perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam

pengelolaan potensi desa.
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